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Abstract: Community Empower ment in PoliticsBur eaucr acy of Tourism. Community empowerment
intourism activitiesisthe expansion of freedom of choice and action on sustainable devel opment
of economic sectors. This freedom is very limited for the common people and also the poors
because of their inability to convey their aspiration. Thisoopportunity of powerlessness becomes
even greater if their chance to governmental access, tourism market, and traditions of society
have been undermined by the big investors' interest. On this consideration, a small community
needs empowerment, both in the individual and collective level of the tourism sector. Doing
empowerment of small communitiesistantamount to demanding efforts of eliminating the cause
of theinability and improvethe quality of life through revolving capital assistance, development
tourisminfrastructure aid, development of local tourism associations, strengthening partnerships
of the tourism creative industries, and the facilitation of continuous assistance.

Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Politik Birokrasi Pariwisata. Pemberdayaan
masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan merupakan perluasan kebebasan memilih dan bertindak
pada pengembangan sektor ekonomi berkel anjutan. Kebebasan ini sangat terbatas bagi masyarakat
kecil dan miskin karena ketidakmampuan mereka untuk bersuara. Peluang ketidakberdayaan
menjadi semakin besar jika kesempatan akses terhadap negara, pasar pariwisata, dan tradisi
masyarakat dilemahkan oleh kepentingan investor besar. Mengenai hal ini, masyarakat kecil
membutuhkan keberdayaan, baik di tingkat individu dan kolektif di sektor pariwisataini. Mem-
berdayakan masyarakat kecil sama artinya dengan menuntut upaya menghilangkan penyebab
ketidakmampuan dan meningkatkan kualitas hidup melalui bantuan modal bergulir, bantuan
pembangunan prasarana pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata lokal, penguatan

kemitraan usaha kreatif sektor pariwisata, dan fasilitasi pendampingan berkesinambungan.
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PENDAHUL UAN

Tulisanini ingin memberikan argumentas
mengenai perlunya perubahan dan pemberda
yaan masyarakat secara struktural di tengah
persaingan korporasi ekonomi. Permasal ahan
dikgi melaui duapendekatan, yaitu pendekatan
kepolitikan birokratis dan pendekatan depen-
densia. Pendekatan kepolitikan birokratis
menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat
di sektor pariwisatatidak hanyamerupakan ta-
nggung jawab dari pel aksanaan peran peme-
rintah sebagal aktor negara dan pemelihara
sektor publik. Namun secaralebih jauh, pende-
katan ini menuntut adanyaperan sertaaktif dari
masyarakat sebagai stakeholder utamadalam
konsep pemberdayaan. Masyarakat yang akan
diberdayakan adal ahinisiator, pelaku, pengon-
trol, sekaligus penikmat utamadalam konsep
pemberdayaan yang dilakukan terhadapnya.
Masyarakat jugadapat me akukan haknyadaam
advokasi jikaterjadi ketidaksesuaian konsep
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pemberdayaan yang dilakukan di lingkungan
tinggalnya

Adapun pendekatan dependensia diguna-
kan untuk melihat keti dakberdayaan masyarakat
yang disebabkan ol eh kuatnyaketergantungan
negaraatau daerah kepadainvestas swastaber-
skalanasional daninternasional. Tingginyain-
vestas diterimasebagai indikas pertumbuhan
ekonomi yang berhasil. Hal inilah yang diindi-
kasi kan menyebabkan tumbuhnya kebijakan
bermukadua, yang diterapkan dengan dalih ke-
sejahteraan rakyat, tetapi justru mencekik in-
dustri lokalnya dengan belitan guritaindustri
pariwisatabesar.

Pemerintah diindikas cenderung menerap-
kan konsep pembangunan ekonomi yang ter-
gantung padaminat investor besar untuk mem-
buka ladang industri besar di wilayahnya di-
bandingkan dengan membimbing masyarakat
setempat belg ar berkoporas untuk kesejahte-
raannya sendiri. Minimnya dana anggaran,
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seringkali menjadi alasan klasik. Masyarakat
terusdigarkan untuk menjadi buruhyang baik
daripadaberkembang menjadi pengusshamandiri
di tanah sendiri. Lantas, bagaimanakah cara
negara dapat menjamin kewibawaannyajika
politik birokrasi Indonesiaterustunduk pada
kepentingan kapitalis?

Dalam beberapa tahun terakhir ini, isu
kebijakan negaratentang pariwisatate ah banyak
dikaji di berbagai negara dalam hal proses
implementas padaingtitus (seperti, Pforr, 2006;
Kruger 2004; Konig, 1998), tataran evaluasi
padarel evansinyadengan masyarakat dan glo-
baisad (lihat, Levin, 2001; Atkinsondan Coleman,
1992) maupun tataran evaluasi mengenai
kontribus nyapadapembangunan pariwisatadan
lain sebagainya(misanya, Bousset, dkk, 2007;
Zhang, Chong, dan Ap, 1999). Pendekatan
kepolitikan birokratik dan pendekatan teori
ketergantungan digunakan menyesuakan dengan
kondis masyarakat yang masih tidak berdaya.

Dalam bentuknyayang adli, pendekatan
kepolitikan birokratik dan pendekatan teori ke-
tergantungan melihat keterbel akangan masya
rakat yang beradadi bawah kontrol kel as-kelas
penguasaekonomi, birokrat arogan, dan kapitais
asing yang sangat membatasi kesempatan me-
rekauntuk tumbuh menjadi pengusahakecil dan
menengah nasional yang mandiri. Termasuk di
dadamnyaadal ah paragelandangan, pengemis,
hingga pedagang asongan yang adadi obyek-
obyek wisata.

Penyebab keterbel akangan kondisi pem-
berdayaan masyarakat di Indonesiakuranglebih
sesuai dengan gambaran dari lemahnyaakses
masyarakat terhadap kekuatan politik, serta
tekanan birokrasi yang berlebihan dan cende-
rung menghambat sifat kritis dan kreatifitas.
Karakter sukamenerobosdan nepotismemasih
kuat melekat dalam sistem birokrasi, meskipun
upayaperbaikan meaui trangoarans kinerjadan
pelayanan mulai digalakkan oleh pemerintah
pusat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah riset pustaka dengan memanfaatkan
sumber perpustakaan untuk memperoleh data

penditian. Risat pustakamembatas kegiatannya
hanya padabahan-bahan koleks perpustakaan
sgja tanpa memerlukan riset lapangan. Riset
pustakatidak hanyasekedar urusan membaca
dan mencatat literatur atau buku-buku seba-
gaimanayang sering dipahami banyak orang
selamaini. Apayang disebut riset pustakaatau
sering jugadisebut studi pustaka, idah rangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pe-
ngumpul an data pustaka, membaca, dan men-
catat sertamengolah bahan pendlitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Retorika Pemberdayaan Masyarakat
dalam Politik Birokrasi

Pendekatan birokras padabidang ekonomi
menempatkan tekanan bukan pada permasa-
lahan politik, melainkan pada cara member-
dayakan masyarakat, khususnya sektor pari-
wisatasudah diatur berdasarkan konsep modern.
Pemberdayaan masyarakat adalah sistem eko-
nomi partisipatif yang memberikan akses se-
besar-besarnya secara adil dan merata bagi
seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses
produksi, distribusi, konsumsi nasional, peni-
ngkatan kapasitas maupun dalam suatu meka-
nisme penyel enggaraan yang senantiasamem-
perhatikan fungs sumber dayaalam dan ling-
kungan sebagai pendukung kehidupan guna
mewuj udkan kemakmuranyang berkeadilan bagi
seluruhrakyat Indonesiasecaraberkel anjutan.

Berbaga modd pemberdayaan masyarakat
dalam kepolitikan birokratik diterapkan. Ke-
lompok penguasa menjamin kekuasaannya
dengan caramendistribusikan peluang-peluang
ekonomi yang dimonopoli oleh dlit politik
birokrat dengan akibat mandul nyakel ompok-
kelompok ekonomi mandiri yang tidak dapat
tumbuh secara mandiri. Malahan kelompok
bisnissering dipaksauntuk mengikatkan diri pada
birokrat-birokrat tertentu dengan maksud untuk
menjainkemudahan usaha.

Sebagal negarayang pernah dijgiah sdama
3,5 abad, perekonomian Indonesiaterbangun
dari struktur ekonomi yang bercorak kolonial.
Berdasarkan sebab itu, pemberdayaan ekonomi
rakyat pertama-tama harus dipahami sebagai
upaya sistematis untuk mengoreks struktur
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pemberdayaan ekonomi yang bercorak kolonid
tersebut. Kedua, liberalisas di Indonesiabukan
hal yang baru, tetapi telah berlangsung sejak
kolonialisberkuasa. Menurut teori ketergantu-
ngan, keterbel akangan merupakan hasil dari
imperiadisme, ImperidismeBarat seperti hanya
VOC. Hinggasekarang, sistem pemberdayaan
ekonomi rakyat pun tidak pernah berhasi| dise-
lenggarakan di Indonesia.

Perjdanan perekonomianndonesasdama
70tahunjustrulebihtepat disebut sebagai sebuah
prosestransisi dari kolonialisme menuju neo-
kolonialisme. Prosestransis dari ekonomi sub-
sstem, kapitaisme, sosidiseme, danglobaisas
itulah, antaralain yang menjelaskan semakin
terperosok perekonomian Indonesiakedalam
penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi
neolibera. Bahkan, hutang dalam danluar negeri
pemerintah selalu meningkat dari masake masa.
Di masaSoekarno, jumlah hutang ini mencapai
US$3,4 milyar, |au meningkat menjadi US$53
milyar plustambahan danaBL Bl hinggamen-
capai total US$ 171 milyar padamasa Soeharto.

Hutangini terusmeningkat di zamaHabibie
dengan total US$ 178 milyar, tetapi dibarengi
dengan prestas penurunan nilai dolar hinggaRp.
7.000,00. Padazamen pemerintahanAbdurrahman
Wahid, peningkatan hutang | ndonesiaberadadi
angkaUS$ 157 milyar, ldumenjadi Rp. 1.299,5
triliun dan meningkat menjadi Rp. 2.532triliun
di zaman Susilo Bambang Yudoyono. Hutangini
terusmelonjak hinggaUS$ 304,6 miliar dalam
bulan November 2015.

Hal ini menunjukkan arti bahwalndonesia
semakin tergantung. Amanat konstitusi untuk
mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat
masi h tertahan sebagai khayal an anak bangsa.
Gambaran bangsamasih menunjukkan kemis-
kinan, pendidikan rendah, investas rendah,
teknologi rendah, penghasilan rendah, pengang-
guran dan setengah pengangguran banyak,
eksploitas diri dengan kerjakeras akan tetapi
hesiinyakecil.

Keemahan posis tawar bangsalndonesia
menjadi semakin nyatatatka aharusdihadapkan
pada tekanan kepentingan kaum kapitalis
sebagal dampak timbunan hutang yang memblit.
Sebagai contoh adalah semakin terbukanya

peraturan perundangan mengena sumber daya
adamyang terbukauntuk campur tanganinvestor
asngdi daamnya. Di antaraperaturan perunda:
ngan tersebut adalah Undang-Undang No. 7
tahun 2004 mengenal Sumber DayaAir, Undang-
Undang No. 25 tahun 2007 mengenai Pena-
naman Modal, Undang-Undang No. 19 tahun
2003 mengenai BUMN, dan Undang-Undang
No. 27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Dalam klausul
pasal-pasal yang adadi dalam undang-undang
tersebut memuat dibolehkannyainvestor luar
negeri menanamkanmodal. Indikas liberdisas
jugaterlihat dari diperkenankannyainvestor
swastamenanamkan modal di beberapasektor
pengel olaan sumber dayaalam yang difasilitas
menjadi 95% moda saham tanpamenilik satus
kewarganegaraannya.

Argumentasi yang diberikan Fakih (2006)
tentang ketergantungan Indonesiadi sektor pari-
wisatadije askan sebaga membanjiryainvestas
asing dalam berbagai aspek industri pariwisata.
Hd ini merupakan bentuk neckolonidismeklask
yang menyusup kedalamindugtri pariwisatayang
disangkanyasebagai penolong. Sementarain-
dustri kapitdisdi sektor pariwisatabersfat padat
modal ini harus bersaing dengan industri pari-
wisatadomestik padat karyadan nyaristidak
efisenyang dikuasa oleh pribumi.

Kerusakan dialami olehindustri pariwisata
domestik karenabanjirnyabarang-barang pari-
wisataimpor dari luar danmodd asing (Damanik,
Kusworo, dan Raharjana, 2005). Strategi pem-
bangunan sektor pariwisatadi Indonesadewasa
ini hanyamengharapkan bantuan luar negeri,
jebakan utang yang tidak pernah akan terbayar
(Suansri, 2003). Model kepolitikan birokratik
bukan menumbuhkan pengusaha pariwisata
lokal, akan tetapi justru memperkuat basis-basis
kapital untuk sekedar memperoleh dukungan
masyarakat lokal yang senang mendapat pe-
kerjaan berupah yang sering disarkan bergengs.

Peranan kaum borjuis (orang kayabaru)
yang memainkan peranan sebagal junior partner
bagi pemodal asing, telah memaksakapitalisme
berlakudi Indonesia. Kapitalisasingini akhirnya
bercokol danmandiri di Indonesia. Nampaknya
masa depan pemberdayaan masyarakat yang
mandiri semakin suram.
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Tahapan kritis inilah yang seharusnya
menjadi perhatian lebih bagi pemerintah. Proses
pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan
pembangunan sosd ekonomi yangriil danwgjib
dijalankan secara benar daripada sekedar
tataran formulasi kebijakan birokratis untuk
menghabiskan anggaran. Negara sebagai pe-
nentu kebijakan birokras pariwisatalndonesia
memiliki peranan yang sangat vital dan dipe-
domani oleh segenap rakyatnya. Jika tidak,
maka akan menajdi sebuah kewgjaran jika
kemudian masyarakat cenderung mengkritis
kebijakan mela ui demonstras, penolakan, atau
bahkan resistensi terhadap kebijakan pemba-
ngunan pariwisatayang dianggapnyatak layak
dan merugikannya (Dixon dan Dogan, 2002).

Faktor penyebab suramnyapemberdayaan
masyarakat dapat diidentifikasikan antaralain:
(2) negaraatau kebijakan pemerintah di sektor
pariwisatakurang tepat; (2) pasar (aksesmodal
atau pasar yang tidak adil); (3) masyarakat
(tradis atau budayayang kurang baik). Bilakita
cermati dari kesuramanini, sekurang-kurangnya
terdapat tigaazasyang mendasari pemberdayaan
masyarakat menurut pembukaan UUD 1945.

Pertama, aspek pemerataan tidak hanya
harustampak padakesempatanyang samaddam
berusaha, melainkan juga dalam sarana
menggunakan kesempatan tersebut seperti modd,
lahanijin, keahlian, dan keterampilan, pasar, dan
perlindungan hukum. Kedua, pemerataan tidak
hanyatampak dari hasil-hasi| pembangunanyang
dinikmati olehsdurunmasyarakat, mdainkanjuga
tampak pada partisipas semua pihak dalam
pembuatan keputusan ekonomi dan politik.
Prinsip untuk rakyat hanyamungkin terwujud
jikajuga diterapkan berdasarkan prinsip oleh
rakyat. Ketiga, pada tingkat individu warga
negaraberlakutigapringpdigribus manfaat, yatu
(a) setiap orang menerima sesuai dengan
kebutuhan dasarnya, (b) setigp orang menerima
sesual dengan hasil karyanya, (€) setiap orang
menerimatanggung jawab sesuai denganresiko
yang dipikulnya. Akan tetapi, prinsip
pemberdayaan masyarakat harusmenolak pringp
sigporang mengrimasesua dengankeinginannya
ataupun prinsip orang menerimasesuai dengan
gpasgayang dapat diambil dengan caragpasga.

Sebenarnya banyak jenis kegiatan yang
dapat dikelolasendiri oleh masyarakat tanpa
bantuan danintervens negara. Bahkanintervens
negarajustru dapat mematikan prakarsa dan
menghambat kreetivitasmasyarakat. Ciri khas
pemberdayaan masyarakat menggunakan semua
sumber daya daerah, misalnya, material ba-
ngunan berbasislokal, atraksi lokal, asosiasi
lokal, sumber pangan dan energi lokal, kearifan
budayadan tataadat |okal, sertasumber daya
manusialokal (Korten dan Klauss, 1984).

Pariwisataltu Menjual Citra

Tidak adamaksud untuk mengecilkan niat
Arswendo dan teman-temannyada am memper-
juangkan nasib masyarakat miskin. Akan tetapi
menjua pariwisataitu adad ah usahajasamenjud
citradengan produk yang lebih banyak bersifat
abstrak (Leiper, 2000). Kalau dicitrakan, ke-
tidakberdayaan ituidentik dengan kemiskinan.
Atau secaradefinitif cenderung kepadamakna
kesusahan atau kesulitan. Hal ini tentunyaakan
berlawanan dengan katawisata, yang kegiatan
perjdanannyadilakukan secarasukardla, bersfa
sementara, untuk bersenang-senang menikmati
objek dan dayatarik wisata. llustrasi tersebut
menunjukkan bahwa kata wisata dan ketidak-
berdayaan adalah duakatayang tidak segjalan
daammenampilkan citranya. Dengan demikian,
citrapariwisatayang dimunculkan tidak akan
berdfat pogitif, tetgpi bisajadi justru menyurutkan
minat wisatawan untuk bertandang.

Mencermati kata ketidakberdayaan itu
sendiri relatif |ekat dengan parameter rendahnya
kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi,
danlingkungan dam. Faktamembuktikan bahwa
rendahnya parameter tersebut mengakibatkan
rentannya permasalahan wabah penyakit,
kebodohan, kerusuhan, dan kerusakan, seperti
wabah koleratahun 1991, pestahun 1998, flu
burung tahun 2003, Bom Bali 1 tahun 2002,
Bom Bali 2 tahun 2007, tragedi Sampit tahun
2001, banjir tiap tahun di beberapa kota ter-
masuk Jekarta, dan perang antarsuku yang sering
menjadi tajuk berita. Serangkaian kejadian
tersebut melekat pada citraketidakberdayaan
dan membuat beberapa negara akhirnya
melarang warganegaranyaberkunjung (travel
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warning), sehinggaberdampak padaturunnya
kunjungan wisatawan kelndonesia.

Turunnyakunjunganwisatawanyang drastis
ini memperburuk tingkat kehidupan masyarakat
yang bersandar pada hasil ekonomi kegiatan
pariwisata Banyak usahajasaindudtri pariwisata
gulung tikar dan berimbas pada pemutusan hu-
bungan kerja massal. Ketika banyak warga
measyarakat banyak yang menjadi pengangguran,
makadikhawatirkan kriminalitas, tekanan sosd,
dan perpecahan juga akan ikut meningkat.
K emiskinan mel uashinggaberdampak ke desa-
desa. Masyarakat menjadi semakintak berdaya
sebab tidak memiliki keahlianlaindi luar peker-
jaan biasanya. Ekonomi nasiona dapat menjadi
surut, bahkan bangkrut karenanya. Inilah
multiplier effect negatif yang sangat ditakutkan
oleh negara saat kapitalisbesar mulai berulah
untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya
tanpamemperhatikan etika-etikabisnisyang
berkesg ahteraan sosidl.

Berdasarkanasumd ini, kiranyasangat layak
dipertanyakan ketikakebijakan pengembangan
pariwisatalebih cenderung mendukung upaya
preservatif terhadap sumber daya pariwisata
daripadausahakonservasi. Membuat masya-
rakat adat terpencil tetap lekat dalam keterbel a-
kangan dan keterpencilannyabukanlah sebuah
tindakan arif dan bijaksana. Tameng pelestarian
sumber daya pariwisata sebagai usahapreser-
vatif selayaknyatak boleh diterapkan secara
membabi buta, apalagi terhadap sumber daya
manusiasebagal pemangku budaya. Konservas
terhadap budaya itu perlu dilakukan, tetapi
preservasi terhadap keterbelakangan dan
kemi skinan adal ah kejahatan kemanusiaan yang
terstruktur dan sstematis. Kemiskinanitujustru
kelemahan bukan suatu potensi. Kalaupun
kemi skinan harus dipariwisatakan, makasela-
yaknyaharusdipotens kan terlebih dahulu agar
memenuhi syarat dijadikan objek dan dayatarik
wisatamelaui berbagai konsep pemberdayaan
pariwisatayang berkerakyatan atau pro poor
tourism.

Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata:
Har apan dan Kenyataan

Namun, dalam banyak kasus, ketergan-
tungan birokrat terhadap suapan kapitalis besar

masih dapat dijumpai dengan mudah, seperti
padakasuspengurusan IMB hotd tertentu (Yog-
yakarta), pembebasan |ahan masyarakat untuk
gpartemen dan hunian eksklusf (Jakarta), mani-
pulast AMDAL untuk kepentingan industri
(Kaimantan Selatan, Ende, dan Bandung), dan
manipulasi hukum di kasus perencanaan dan
pel aksanaan pengel olaan tataruang (Jakarta,
Bandung, Bogor), sertaberagam kasus penya-
lahgunaan kewenangan kebijakan lainnyauntuk
kepentingan investor besar.

Ddamkaitanini, jikasemuakatadirangka-
kan menjadi satu kesatuan makna, yaitu negara
sebagai agen kebijakan pembangunan pariwi-
satayang berbasisekonomi kerakyatan dengan
politik luar negeri yang bebasaktif adal ah suatu
kewenangan pemerintah sebagal perumussegaa
sesuatu yang harus dikerjakan dan yang tidak
bol eh dikerjakan untuk membangun pariwisata
dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku
ekonomi yang berdaul at yang mempunyai kebe-
basan kepentingan ekonomi di negaramanapun.
Oleh karenanya, jikadikaitkan dengan tujuan
dari pembangunan pariwisatatersebut, maka
selayaknya beragam kebijakan yang diambil
harus memenuhi tuntutan sebagai manaberikuit,
antaralan: meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kemakmuran masyarakat, me-
ngentaskan kemiskinan, menciptakan |apangan
kerja, melestarikan lingkungan hidup, mengem-
bangkan kebudayaan, mempromosikan citra
negara, memperkuat kesatuan negara, memper-
kuat identitas nasional, dan saling pengertian
antarabangsa (UU No. 10 Tahun 2009, pasal
4). Tujuanini tercapai bilakebijakan pemba
tradig, budaya, kearifanloka, hak asas manusia,
aam, kehidupan generas berikutnya, perbedaan,
persamaan hak untuk hidup, toleransi, ramah
tamah, dan cintadamai . Aktivitas pariwisatadi
sini tidak sekedar mengejar ekonomi sgja, se-
hingga tidak seharusnya ada judi, prostitus,
penggunaan obat-obat terlarang, kriminal, atau
tempat makgat.

Negarasshaga agenkehijakan pembangunan
pariwisatayang berbasis ekonomi kerakyatan
dengan palitik luar negeri bebasaktif ini di andiss
secara sistematis melalui pendekatan Hall.
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Menurut Hall (1994), kebijakan pembangunan
pariwisatameliputi (1) tuntutan kebijakan dari
dalam dan luar sistem politik di Indonesia; (2)
keputusan kebijakan otoritas politik yang berwi-
bawa; (3) output kebijakan; dan (4) dampak
kebijakan yang tidak disengaja.

Meskipun berbagai kebijakan negarauntuk
memberdayakan masyarakat memainkan
peranan penting, sgumlah pel uang menunjukkan
bahwabaik aktor negaramaupun masyarakat
dapat berpartisipad aktif sebaga kemitraanyang
mandiri. Konglomeras menyebabkan struktur
sosia yang bersifat materialis, memperlemah
ekonomi negara, dan dominasi kongkalikong
birokrat nasiona dengan pemodal besar. Ddam
menelusuri perkembangan pemberdayaan
masyarakat di Indonesia, makapemerintah harus
melahirkan kebijakan baru untuk memperkuat
kewibawaan negaramaupun ekonomi masya-
rakat bawah.

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat di sektor pari-
wisatamelaui pendekatan kepolitikan birokratis
dan dependensia diolah berdasarkan prinsip
oleh, dari, dan untuk rakyat merupakan salah
satuftitik tolak kgjian pembangunan masyarakat
pariwisataberke anjutan. K esepahaman menge-
nai konsep pemberdayaan masyarakat dalam
penentuan kebijakan kepariwisataan menjadi
agenda penting yang harus dilakukan oleh
pemerintah untuk menjalankan pembangunan
yang menyejahterakan. Pemberdayaan masya-
rakat seharusnyamampu mengangkat derajat
dari penontonmenjadi pelaku, dari buruh menjadi
pengusaha, maupun dari pesuruh menjadi maji-
kan di tanah merekasendiri. Terkait hd ini, perlu
adanyakoordinas antarlembaga, agar kegiatan
proyek pemberdayaan tidak saling tumpang
tindih dan mirip satu samayang lain dengannama
berbeda. Setiap lembaganegaraboleh melaku-
kan kegiatan pemberdayaan atas masyarakat
sasaran yang sama, akan tetapi hasil akhirnya
diharapkan memberikan kematangan ekonomi
sosial serta jaminan kemerdekaan berwira
swasta bagi usaha pariwisata dan ekonomi
kregtif setempat.
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